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Kepada Yth. Seluruh Pegawai Lembaga Administrasi Negara
di

tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 9/K.1/HKM.02.3/2020
TENTANG
WORK FROM HOME (WFH) DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS

DESEASE (COVID-19) BAGI PEGAWAI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

II.

III.

IV.

Latar Belakang

Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 sebagaimana
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.
HK.01.07/MENKES/104 /2020 tentang Penetapan Infeksi Corona
Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya dan Surat Keputusan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta
menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN) dan Sekretaris Utama sebelumnya, maka dipandang perlu
menerapkan WFH bagi Pegawai LAN. Penerapan WFH ini merupakan
bentuk tanggung jawab institusi dalam rangka upaya pencegahan bagi
Pegawai LAN atas semakin meluasnya COVID-19

Tujuan
Tujuan diterapkannya Surat Edaran ini sebagai acuan bagi Pegawai
LAN dalam melaksanakan WFH sebagaimana mestinya.

Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat langkah-langkah strategis yang harus
dilakukan, diperhatikan, dan ditaati oleh semua Pegawai LAN dalam
melaksanakan WFH.

Dasar
Dasar hukum disusunnya Surat Edaran ini adalah:



a. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

c. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga
Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 162);

d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/104 /2020 tentang Penetapan Infeksi Novel
Coronavirus  (2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat
menimbulkan wabah dan upaya penangulangan; dan

f. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesi, dipandang perlu menerapkan WHF bagi Pegawai di
lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Isi Edaran

Bagi seluruh Pegawai, dalam pelaksanaan WFH ini wajib

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. WFH dimulai sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret
2020 yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap
implementasinya. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
kebijakan WFH ini ternyata dinilai tidak efektif, maka dapat
kembali lagi menggunakan sistem piket;

b. WFH merupakan sistem pelaksanaan pekerjaan dari rumah.
Selama pelaksanaan WFH, Pegawai dilarang melakukan liburan,
cuti, mudik, keluar kota atau keluar negeri, tanpa ijin tertulis
atasannya (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);

c. Sebelum memberikan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf b, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut harus
berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasannya (Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya);

d. Khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi harus mendapatkan ijin dari
Kepala LAN;



e. Apabila Pegawai LAN dan Pejabat Pimpinan Tinggi terbukti
melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf d, maka yang bersangkutan dinyatakan “mangkir”;

f. Selama pelaksanaan WFH, Pegawai LAN harus berada di
rumah/kediaman masing-masing, termasuk hari Sabtu dan
Minggu;

g. Selama pelaksanaan WFH, semua Pegawai LAN harus membatasi
aktivitas di luar rumah, seperti berkumpul dengan banyak orang,
berolahraga di luar rumah dan lain sebagainya

h. Semua Pegawai LAN harus melaksanakan absensi 2 (dua) kali
sehari dengan metode shareloc dan tetap harus melaporkan hasil
kerja harian kepada atasannya.

i. Atasan harus membuat mekanisme pengajuan ijin tertulis, sistem
pelaporan absensi dan kinerja selama WFH untuk dilaporkan
secara harian kepada Kepala LAN dan Sekretaris Utama,;

j- Apabila Pegawai tidak melakukan absensi dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka hal ini dapat
mengurangi tunjangan kinerja;

k. Pegawai yang sudah terlanjur mudik atau keluar kota, agar tetap di
tempat dan tidak perlu kembali ke Jakarta sampai dengan waktu
yang akan ditentukan kemudian; dan

1. Atasan harus mendisiplinkan semua Pegawai untuk melaksanakan
WFH. Pelanggaran atas WFH ini akan dikenakan hukuman
disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perlu dipahami
bahwa tujuan pemberian sanksi ini agar kebijakan WFH ini tidak
disalahgunakan dan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana
mestinya.

Penutup
Demikian, Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA/{ P

ADI SU NTO



